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MEMUTUSHKAN:

Menetuplian : HEPUTUSAN HEPALA HANTOR WILAYAH KEMENTERLAN AGAIA
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH DANI ALWAN KABUPATEN HARAWANG,

KESATU ! Memberikan  jzin - operasional madrasah  kepada  Madrosah
sebagaimana feroantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpismhion dar Keputusan inl,

KEDUA : Seteloh jangkn walttu 7 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan
wapthe:

a. Menyanmpaikan laperan perkembangan Madrasah kepada Kepala
Kontor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit
perkembangan jumlanh peserta didik, pelaksanaan kurikulum,
pelaksanaan  pemenuhan  standar sarana  prasarans, dan
prlakeanaan  pemenuhan  standar  pendidik  dan  tenaga
kependidikan; dan/atau

b. Mengajuken pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah
kepada BAP-8/M sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA k Dalam hal perlembangan Madrasah schagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi  standar pelavanan
minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA hurufl b mendapat peringkat
minimal €, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU tetap berdakas,

KREEMPAT ; Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam
Dilktum KEDUA huruf a dinilal memenuhi standar pelayanan
friifiimal penvelengparnan  pendidikan dan/atau hasil akreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA hurul b tidak mendapat
peringkat minimal C, maka lzin operasional sebagaimana dimalksud
dalam Diktum KESATU dicabut.

KELIMA - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapian di Bandung

pada tangeal 15 Juli 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH

HKEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA DARAT
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KEPUTUSAN KEPALA HANTOR WILAYAH
KEEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA DARAT
NOMOR 924 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH BANI 'ALWAN KABUPATEN EARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA FROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : A bahwa dalem rangka meningkntkan akses pendidiken modrasah yang
bermuty, perlu memberikan kesempatan masyarakat melahi organisasi
herbadan hukum urtuk menyelenggarakan madrasah sesual dengan
standar nasienal pendidikan;

h. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam keputusan ini telah
memenuhi  persyaratan administratif, teknis dan kelayakan
sebagaimana mestinya sesisai dengan hasil visitasi dan verifikasi Tim
Penilai, Surat Rekomendasi Kepala Kentor Kementerian Agamia
Kabupaten Karawang Nomaor 1247 Kk 10.15/11/PP.07/04/2019 tanggal
23 April 2019 dan Nota Dinas Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan
Madrasah Nomaor 0167/ NDIPM/ 2019 tanggal 8 Juli 2019 schingga layak
diberikan izin operasisnal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huraf
a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pomberian lzin
Operasional Madrasah [btidalyah Bani ‘Alwan Kabupaten Kargwang;

1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nagzional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Momar 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 43010}

2. Undang-Undang Nemor 14 Tahun 2005 tentang CGur dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Notmor 4586);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Talun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 4490}
sehagaimana telah beberapa kall diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Momor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturnn Pemermtah Nomor 19 Talan 2005 tentang Standar Nasional
Pendidilean (Lembaran Negara Republik Indanesin Taliun 2015 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesio Nomor 5670

4. Peraturan Pemeriniah Nemor 47 Tahun 2008 tentang Wajit Belajor

Pepdidilan Dasar [Lembaran Negara Republik Indenesin Tahun 2008
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Mengingat

Mermor
4863},

5 Perafuron Pemerintah Nomor 48 Tahun 7008 tenteng Pendanaan
Pendidilian (Lembaran Negero Republil Indonesin Talun 20038 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
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11.

12,

Ia.

14,

2.

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Gura [Lembaran

Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 494 1);

. Peraturan Pemerintah Moemor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolann dan

Penyelengparnan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomer 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5150) schagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
MNomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolann dan Penyelenggaraan
Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 5157);

. Peraturan Presiden Nomor &3 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar

Barana dan Prasarana Untuk Sekolsh Dasar/Madrasah [btidaiyvah,
Sekolah  Menengah  Pertama/Madrasah  Tezanawivah, dan  Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Alivah;

. Peraturan Menterl Pendidikan MNasional Momor 15 Tahun 2010 tentang

Standar  Pelayanan Minimal Pendidikan di  Kabupaten/Kota
schagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan MNomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nemor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tshun 2008 tentang Standar
Rompetensi Lulusan dan Standar [si Pendidikan Agama Islam dan

Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 11};

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama lslam pada Sekolah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206] sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomer 31 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidilean Agama lzlam pada
Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

Peraturan Menteri Agamn  MNomer 90 Tahun 2013 tentang
Penyelengparan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1382) scbagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016
tentang Perubaban Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraon Pendidikan Madrasah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101):

Feraturan Menterd Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerjn Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia T
2016 Nomor 1495); i
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